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Ada Unsur Abuse of Power,

Akom Lawan Pu

[JAKARTA| Mantan
Ketua DPR Ade Komarudin
akan melawan putusan
Mahkamah Kehormatan
Dewan (MKD) DPR yang
telah menjatuhkan huku-
man ringan kepadanya.
Pria yang biasa disapa
Akom ini mengakui kuasa
hukumnya telah menyiap-
kan berbagai jurus hukum
untuk melawan MKD.

"Mereka (kuasa hukum)
akan melakukan langkah
dalam beberapa hari. Dan
langkahnya saya lihat den-

gan berbagai jurus, -

berbagai segi. Ada hukum
administrasi negaranya, hu-
kum pidana, perdata," kata
Akom saat ditemui di kedi-
aman dinasnya di Widya
Chandra, Jakarta Selatan,
Minggu (25/12).

Akom menilai dalam
putusan MKD atas dirinya
terdapat unsur abuse of
power atau penyalah-
gunaan wewenang. Karena
itu, dia melawan putusan
MKD meskipun dengan
pengacara-pengacara

DOK 'SP

Ade Komarudin

muda.

"Mereka serius menda-
lami. Tapi kebanyakan pen-
gacara muda yang belum
kawin. Saya nggak bisa ba-
yar mahal," tandas dia.

Langkah Akom mela-
wan MKD sudah diketahui
oleh Ketum Golkar yang
juga mengganti posisinya
sebagai Ketua DPR Setya
Novanto. Akom mengata-
kan kepada Novanto,
bahwa dirinya tidak mem-
permasalahkan pergantiang

tusan MKD DPR

Ketua DPR.

"Kalau soal jabatan,
saya tidak permasalahkan.
Tapi kalau soal ini, saya
pikir kalau bisa tidak boleh
terulang kembali. Kasihan
lembaga legislatif ini.
Cukup sampai saya saja,
gitu. Ini soal nama baik,
saya akan perjuangkan
sampai kapanpun," tegas
dia.

Salah-satu kasus yang
menimpa - Ade-Komarudin
adalah terkait Penyertaan
Modal Negara (PMN)
Dalam kasus itu, ia ditud-
ing mengalihkan mitra
kerja Komisi VI, yaitu
BUMN kepada Komisi XI.
Akom menilai tak ada
prosedur yang dilanggar.

Akom menilai PMN .

harus dibahas oleh dua
komisi. Selain Komisi VI
sebagai mitra kerja BUMN,
juga oleh Komisi XI se-
bagai mitra kerja Menteri
Keuangan.

"Yang namanya privati-
sasi, PMN sesuai UU

Perbendaharaan Negara,

UU Keuangan Negara dan
UU BUMN harus melibat-
kan Komisi XI karena
PMN mapun privatisasi
harus disetujui oleh pemilik
BUMN, vyaitu Menteri
Keuangan," kata Akom.

Selain itu, secara prose-
dur pemanggilan terlapor,
MKD juga dinilai telah me-
langgar. Akom dianggap
dua kali tak hadir saat di-
panggil.

Padahal, Akom menga-
takan telah melayangkan
surat terkait keti-
dakhadirannya pada pe-
manggilan kedua. Saat itu,
dia harus terbang ke
Singapura untuk berobat.

"Bayangkan. Secara
prosedur saja, saya baru di-
undang dua kali. Saya sam-
paikan surat. Yang
penegakan hukumnya luar
biasa saja seperti KPK, juga
begitu. Tata acara MKD
juga begitu. Masa pada saat
itu juga saya dijatuhkan pen-
gadilan in absensia, saya
bersalah. Kan, enggak be-
nar,” katanya. [YUS/W-12]
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